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ABSTRAK 

Perlindungan hukum merupakan produk Negara hukum.Perlindungan hukum 

berlaku untuk siapa saja khususnya konsumen.Konsumen merupakan setiap 

pengguna barang dan/jasa.Konsumen asuransi merupakan konsumen yang 

menggunakan jasa pengalihan resiko.Konsumen asuransi diberikan perlindungan 

hukum agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari perusahaan 

asuransi.Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan 

represif.Perlindungan secara represif dapat dilihat secara konkrit dalam 

penyelesaian sengketa konsumen.Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku 

usaha membuat konsumen dirugikan.Penyelesaian sengketa  yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara konsumen yang memiliki 

pinjaman pada suatu Bank dan menjadikan polis asuransinya sebagai jaminan atas 

pinjamannya dengan perusahaan asuransi. Adapun permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara 

konsumen tersebut dengan perusahaan asuransi, 2). Apa kendala dalam 

penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Metode yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisa secara kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar 

dan jelas terkait nama tertanggung di dalam polis asuransi gempa. Konsumen juga 

tidak mengetahui bagaimana pengajuan klaim asuransi gempa apabila polis 

asuransinya dijadikan sebagai jaminan kepada Bank atas 

pinjamannya.Konsumenpun tidak aktif dalam meminta penjelasan kepada pelaku 

usaha terkait prosedur pengajuan klaim, besaran ganti rugi, dan kedudukannya 

sebagai tertanggung di dalam polis tersebut.Kendala penyelesaian sengketa ini 

adalah masalah pengetahuan hukum dari anggota BPSK karena sengketa 

konsumen dalam pemberian putusan khususnya dalam arbitrase membutuhkan 

pertimbangan hukum, serta tingkat pendidikan para pihak. 
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